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TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD DAN SMP SWASTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
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Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor
420/02.28/UPTD-TI-2016 Tanggal 28 Juli 2016 perihal Perpanjangan Izin
Operasional SDS PHI Kuala Tungkal.

Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor
420/02.49/UPTD-TI-2016 Tanggal 31 Agustus 2016 perihal Perpanjangan Izin
Operasional SDS Xaverius Kuala Tungkal.

Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor
420/02.50/UPTD-TI-2016 Tanggal 2 September 2016 perihal Perpanjangan Izin
Operasional SDS Muhammadiyah Kuala Tungkal

Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor :
420/02.28/UPTD-TI-2016 Tanggal 7 September 2016 perihal Perpanjangan Izin
Operasional SDS Nasional Kuala Tungkal.

Surat dari Kepala SMPS Xaverius Kuala Tungkal Nomor : 067/SD/X/E.1/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SMPS Xaverius
Kuala Tungkal

Bahwa pihak swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha
melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhan
sekolah swasta berdasarkan pola pendidikan nasional.

Bahwa Izin Operasional SD dan SMP Swasta sebagaimana tertera pada lajur 2
lampiran keputusan ini telah habis masa berlakunya, sehingga perlu
perpanjangan masa berlakunya.

Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu diberikan persetujuan tertulis
dan dikirimkan secara resmi kepada pengurus/penyelenggara SD dan SMP
Swasta tersebut.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

'KESATU :  Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD dan SMP Swasta sebagaimana tertera
pada lajur 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA :  Badan /Pengurus SD dan SMP Swasta tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab
atas pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sekolah dengan sebaik-
baiknya.

KETIGA :  Badan /Pengurus SD dan SMP Swasta tersebut harus mematuhi ketentuan - ketentuan
sebagai berikut :

1. Berkewajiban mengusahakan fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya harus
dalam jumlah yang cukup dan memenuhi sesuai standar pelayanan minimal.

2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/bersifat komersil.

3. Berkewajiban menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga
administrasi dan peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kurikulum yang berlaku

4. Menjaga kelancaran proses belajar mengajar (KBM) di sekolah dan tidak
memberikan pelajaran kepada peserta didik/kegiatan yang bertentangan dengan
nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945.

KEEMPAT :  Badan/Pengurus Pendiri Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan - ketentuan
diatas akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan
yang berlaku.

KELIMA :  Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung tanggal di
tetapkan sampai dengan 4 Oktober 2021. ’

KEENAM :  Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan tahun ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Oktober 2016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta

. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi

. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi

Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal

Kabag. Keuangan Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal

. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir

. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
. Pertinggal
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(ESALA KANTOR WILAYAM DEFARTEMEN FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROFINST  JAMBI

NOMOR : 787 /I10O/G/1b=-1992
CTENT ANG

FERSETUJUAN FENDIRIAN SEKOLAH SWASYA
DALAM WILAYAH PROPINSI JAMBI

- KEFALA KAMTOR WILAYAH DEFARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAMN
FROFINST  JAMEI

a.Rekohendasi dari Ka.Kandepdikbud Kabupaten Tanjung Jab
‘mor 717/110/6/12~1992 tangaal IS5 Juni 1992 tentand Fe
SMF +. serius Kuala Tungkal.-
b.Surat Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Fropinsi
Homor 756/110/G/1b-1992 tangual 20 Juni :19%% tentang -M
terbitkan Surat Keputusan lzin pendirian SHF Xaverfus
Tungkal tahun pelajaran 1992/1?33.
'
¢ a.Bahwa sekolah swasta mempunyai peranan dan tanggung j
lam usaha nielaksanaitan pendidikan Nasionul, ‘untuk iilu
dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan ya
berdasarkan: pola pendidikan Nasional yarg mantap, den
tap mengindahkan. ciri~ciri khas sekolah yang bersangku
-b.Bahwa Fermohonan dari{ Ketua Yayasan Xaverius Cabang

ung No-
mbulkaan

Jambi
ohon di
Kuala

awab da
porly
6nQ -+ ada
gan e
tan.
Kualea

Tungkal tentang Permohonan izin operasional SHP Xaverius: Kus

la Tungkal, setelah dipelajari ternyata memenuhx syarat
diberikan persetujuan.

untuls

.Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu memberilkan persetu
juan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada Fengurus

Yayasan Xaverius Cabang Kuala Tungkal.

a.Undang-Undang Dasar 1945 Fasal 31.
b.Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 199
tang Sistem Fendidikan Nasicnal. '
c.Feraturan Femerintah:
1.Nomor ZB Tahun 1981 Langgal 14 Agustum 1981 Tentang
an Bantuan kepada Sekolah Swasta.

9 Ten~

I"ember i

Z.Nomor 28 Tahun 19390 tanggal 10 Juli 1990 Tentang Fendidilan

Dasar.
d.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1977 tanggal 18 Apri
Tentang Tanggung Jawab Fungsional Fendidikan dan Lakih
e.leputusan Mendikbud:
t.Nomer 0374/U/198Z tanggal 22 Hopember 198% Tentang F
an Sekolah Swasta.
2. Momar 0375/U/1982 tanggal 22 Mopember 1982 Tentzna F
an Felaksanaan Pembeiian Bantuan kepada Sei: TS
S.MNomor 01737074982 Langaal 14 Maret J963 Teabane 0D-o
‘. dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
4 Momar 03047071984 tanggal 12 Juii 1984 TvnlJm
gas Satuan Organisasi, Koordipater L :
Pengawas, dan Penilik di lingkisigan 5
dikbud sebagaimana telah diubah dan div %
an Mendikbud Nomor O2E3/0/1988 tanggal 20 Ju)x
f.Keputusan Dir jen Dikdasmen Depdi koud Nomor G/ 0K
tanggal 23 Februari 1983 Yentang Syarat dan Taka Cara
an -sekolah swasta.

MEMUTUSIKAN

:Menyetujui Fendirian SMF Xaverius Kuala Tungkal di Farit
{uala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung
Propxnsx Jambi dengan Nomor Data Sekalah (NDS)J. 02032012,

B
an,

“ombtiyfna -

aratur -

anisasi

I, 1333
Fendict

ABonpong
Jabung,



&eqUa b :Yayasan sekolah svasta yang bersangkutan berkewajiban - dan  ber
: tangaung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah -dengan " se
baik- baibnya :

‘etiga tYayasan sekolah swasta yang bersangkutan harus mematuhx ketentu
an-ketentuan dalam pengelolaan antara lain: %
a.Berkevajiban untuk membantu Femerintah dalam usaha meningka;'
kan mutu dan pemerataan kesempatan, belajar: dengan jalan mené?z
usahakan ‘tersedianya fasilitas pondxdikan dalam jumlah yang Fun
kup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Yayasan tEr‘EbUL
untuk keperluan;pendidikan, . S '

b.Untuk mencegah adanya diskriminasi dan uraha mencari teuntung
an/usaha yang bersifat komersil, : :

¢.Agar dapat menjaga isl dan mutu praouram, tenaga penpajar dan
+tenaga administrasi serta peralatan: pendidikan sesuai peratur
an perundangan dan kurikulum yang berlalu.

d,Untuk ‘memeiihara keldaucaran proses belajar—mzngajar 9 sekolay
dan tidak memberikan pelajaran kepada anak, didij atau melalksa
nakan kegiatan lain yang bertentangan: dengan ideologi  Negara
Pancasila dan Undanq-Undang Das ar 1944.

Keampat :Yayasan nukoluh suarta yang tidak mumatuhi ketentuan ini " akan

5 diamb{1~ tindakan snsuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kelima " tPersetujuan Fendirian ini akan bgéal dengan 'sendirjnya apabi{h

dalam waktu | (satu) tahun Yayasan sekolah- swasta yang bersang
Futan ternyata tidak dopat mendirikan sekelah sesuai dengan; per
syaratan yang, telah ditetapkan. 5 :

" Keenam' - :Jika dikemudian'hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputuis
an ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. :

Ketu juh :Keputusan ini mulai berlaku sejak ténggal ditetapkan.

DITETARPKAN DI ¢+ J AMBI
PADA TANGGAL ::20 JUNI 1932

a.n.MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
_ KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIleAN DAN KEEBUDAYAAN

V0 L S
Ak

7N, Drs.H. HUNASWIR JUFRI
. ’ a-.n,NlP J°01593
1.Sesjen Depdikbud di Jakarta, i
2.1r jen Depdikbud di Jakarta,
3.Dir jen Dikdasmen Depdikbud, di Jakarta,
4,Gubernur KDH Tingkat I Fropinsi Jambi, di jambi,
5 Direktur Sekotah Swasta Ditjen: Dikdasmen Depdikbud, di J=Parta,
&.Direktur Dikmenum Dit jen Dikdasmen Depdikbud, di Jakarta,
7 Bupati KDH Tk.II Kab.Tanjung Jabung, di Kuala Tunglal,
8.Ketua MPS Tk.1 Propinsi Jambi, di Jambi,
9.Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi, di Jambx,
10.Kabagren Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi, di Jambi,
{1.¢akandepdikbud Kab.Tanjung Jabung, di Kuala Tungkal,
{2, Koordinatur Pengawas Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Jambi,
«13.Penqurus Yayasan Xaverius cabang Kuala Tungkal ,’
Jl Pahlauan UJuno No. 201 Iuala Tunakal 236512,

TEMBUSAN YTH:.

Name File : SKSES.Wkl













